KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 Tahun 2015
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

:Heulmhms

MISBAHUL KHAIR KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUDLIK INDONESIA,

& bahwa dalam Zh liak L 1 Pasal 8 ayal (2)
Peraturan  Menterl Agnmn Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah perlu berikan izin

ional terhadap Madrasah Si } Kantor
Wﬂnyn.b Kementerian Agama Provinsi Beuglm.iu
b. bahwa dulam rangka mmingimtkm ukses pend.idﬂw.n madrasah

yang b u, perlu memberil ¥ lalus
organisasi berbadan huk untuk menyelenggaral irasak
sesuai dcnwshmrnuimd pendidikan;

c. bahwa | yang tum di buwah ini telsh memenuhi
persyaratan administratif, telmis, dan kelayaken yang telah
ditetapkan;

d. bahwa berdasark imt bagai timuksud dalam

huruf a, b dan ¢ di lma perlu manel.nplmn Keputusan Menteri
Agama Republik lnd.oneaia tentang Pemberian lzin Operasional
Pendidn Rl Athfal Misbahul Khair Kota Bengkul
Provinsi Bengleulu.

+ 1. Und Tind

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidiknn Nagional (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tuhun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturun Pemerintah Nomor 19 Tauhun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik !ndmcsia
Nomor 4496) sebagail telah diubah d
Pemcfintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pcrulhhen atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomur 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembarun Negara Republik
Indonesin Nomor 4863);

5. Peraturan Pernerintah Noemor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864); +

Memperhatikan

(ESATU

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 fentang tGuru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan =
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

P 1ol dan Penyel Pendidikan (Lembaran
Nepn Rspubl.ik Indﬁnuh '!‘nm.m 2010 Nomor 112, Tambahan

tentang
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelay
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah

dan Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah
tBe.rita Nepunepuhl!k Indnneala '!‘ahun 2012 Nomm- m

Tisthak ™,

Nmral‘l‘nhunmlsm bah Atu:‘
Agama Nomor 2 Tahun 2012 Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam padn Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
2.

Penyelenggaran Pendidikan
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

: 1. Nota Dinas Pertimbangan dari
Madrasah Nomor: ND/2.5/217/2015 Tanggal 29 Desember
2015;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA
BENGKULU Nomor: Kd.07.04/4/PP.00/46/2015 Tanggal 12
Oktober 2015;

: Memberikan izin jonal pendirk ey 3
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahl Kep ini.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

bersangkutan wajib:
a. Ly 1F ik '. E B i
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sediﬁtperhmbmﬁmhhpemmdm pelnieuamun

kurikulum, pelak P

dan pelak: dar pendidik
dmmnpendldnm m;nm

b. gajul T itasi akreditasi
kolah/madrasah kepad BaP-SIMutunlkgnenmm

P perundang-undang
Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dnhmDiktumxadunhumfadimlummenmﬁmmr
lenggaraan pendidikan danfatau
mmuwamammxmhunub

inimal C, maka izin
memmmmbaﬂahu

Dalam hal perkemb drasah sebagai dimal
dnhzu Dﬂrtm &udm huruf a dinilai memenuhi standar
iggaraan pendidikan dan/atau
MMMnWMMDﬂamK&duhwb
tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

29 Desember 2015

Ditctapkan di Benghkulu
pada tanggal

¥ i
Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang 1




